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BUPATI KEDIRI

A MgnimbanE

MerEingat

! a, bahva uBtuk m€laksarakan kegiatan PeoariltaIan
Desa yang bsrdaya guna dan berhasil guna serta
tertib aalministra6i, dan untuk melaksanakan
k6t6[tuan dalam pasal 10? Undang-undang Nomor

22 Tah|ui 1999 dan p€doman dalam Bab III pasal
27, 28 ayat (1) dan (3) Keputusan M€ntef,i
Dalam Negeri l{omor 54 ?ahun 1999 tentang
P€doman umun Pengaturan Meng€nai Desa, di-
pandang p6rlu untuk mengatur ketentuan tentang
Kedudukan K€uangan Kepala D€sa dan Perangkat
D€8a;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Eebagainana di-
maksud alaLam huf,uf a, perlu nembentuk Psratur-
an Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala
DeEa dan Perangkat D6sa.

1. Undang-undang Nomor 12 ?ahun 1950 tentang Pem-

bentukan Da6rah-daerah Kabupat€n dalam Ling-
kungan Propj.nsj. Ja!.'a Timul ;

Undang-unda4g Iomor ?2 Tahun 1999 tentang
Pgnerintahan Daerah (tenbaran Negara RepubLik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lombal
an l{€gara R€publik Indonesia Nomor 3839) ,
undaBg-undang Nomor 25 ?ahun 1999 tentanE
Perimbangan Keuangan antara Peraerj.ntah Pusat
dan Daerah (Lsmbaran Negara Republik lndons-
sia la!]un 1999 Nomor ?2) ,

3.



4. PrratulaE Pemerintah Noiner ?5 Iallun 2000

tenlanq Kei{€naneEn P€merinlah dan N'}'erangan
Prop i.nsl sebagai. Daerah Otonom;
l(sputusan Prosiden R€publik Indonasia Nonor 44

Tahun 1999 tentang T€kllis Penyusunan Peraturan
Perundang-undanEan alan Bentuk Rancangan
urdang-undang, Rancangan Peraturan Pem€rintah

dan Rancanga! K€Putuaan Pr€Siden ;

Keputusan Mentsri Dalam Negeri Nomox 4 Tahun

1999 tentans P€ncabutan bebsrapa P€raturan
I'lsnteri Dalam egeri, Keputusan M€nteri Dalam

lleg€ri dan Instruksi Menteri DaIam Nageri
mengenai p€laksanaan Undang undalg Nomor 5

Tahun 19?9 tentang Psmerintahan Desa ;

Keputusan !,!eEt€ri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun

1999 tsntans Petunjuk Pelaksalaan DaD Psnyg-

suaian Perist ilahan Dalam P€nyel€nEgaraan
Pefllerintahan DEEa dan Kelurahan ;

K€putuBan Msnteri Dalan NeEari Nomor 64 Tahun

1999 tentang P€doman Umum P€ngatural glrq€nai

Desa.

Dengalr Persetu] uan

DEIIATI PERWAKLLAN MI(YAT DAEB}H (ABU}ATEN I(EDIBI ,

MEMUTUSKAN i

KABUPATEN KED]RI TEN?ANG

(BRAIA DESA DA-}I PERANGKAT

6.

1,

B.

lieEeta$kan PEBAIURAN DAERAH

XEDUDUKAI{ I(EUA}IGAN

DESA.

BAB I
(ETENIUAI{ UMUI'I

Pasal 1

Dalam Peraiuran Da€rah ini Iang dimaksud dengan i

a, Daerah, adalah Kabupat€a X-odiri ;

b. Pemerintah Daerah, adafal N€pa1a Da.rab b€8er-
ta P€rangkat Daerah otonom yang lain s€baoai
Badan Eksekutif Daerah ;

c, Kepala Da€rah, adalah Bupati Kediri i

d, Dssa, adafah k€Eatuan masyarakat hukum yang

marqi-liki kew€lanEan untilk r€ngatur dan mBngu-

rus kgpentingan maEyarakat aetampat berdasar-

kan asal-uEui. dan adat istiadat setempat yang

diakui dalam sisten PemBriotahan Naaional dan

berada di Dasrah ;



e.
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Po{n€lintaban Dssa, adalah ksgiata! pemerinlah-

an yanE dilaksanakan ol-eh Pemeri'ntah DeEa dan

Badan Per$akilan D€sa;

Badan P€r{akilan Desa yang Selanjutnya disebut

BPD, adalah Badan pslwakilan yang terdiri ataE

Fsnuka-penui.:a nasyarakat yang ada di De6a yang

ferfunssi nengayomi adat istiadat' m€mbuat

Peraiuran Deaa, menampung dan menyalurkan
aspirasi maEyarakat, serta mslakukan psngawas-

an terhadap p€syelelggaraan Pem€rintah Desa;

Pemerj.ntah DeEa, adalah Kepala DeEa 
'lan

Perangkat Desa ;
s.

r.

k.

h. Kepala Desa, adalah Kebala Dssa

kutan di DaBrah ;

yang bsrsang-

P€!angkat D€sa, adalah s€kretari's Dsaa, Kepala

Uruaan, Unsux PalakEana dan Kepala Du6un i
Peraturan D€sa, adalah kebijakan p€nyslengga-

raan p€meri.ntahan Desa yang ditetapkan oleh
Kepala Desa set€Iah mendapat p€r66tujuan darj'

BPD ;

Anggaran Pendapatan dan B€lanja Desa yang

selanjutnya dissbut APBD, adalah rsncana
operasiollal tahunan program uEur] PemBrintaha[
Dega alan PembanEunan Desa yang dijabarkan dan

dit€rj€mallkan dalam perkiraan penerinaan dao

pengeluaran keuangan desa.

B T. 3 II
KEDUDUXAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Kedudukan keuaREan Kepala Desa dan Perangkat

Desa adalah kedudukar keua[gan yang diper-
untukkan bagi kesejahteraan Kepata DBsa darl

Perangkat D€sa i
{2) Kes6jahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebaqaimana atimaksud pada ayat (1) divlujudkan

dalam bentuk ganjaran Tanah Kas Desa ;

(3) Bssarnya Tanah Kas D€sa yang digunakan untuk
kesejahteraan K€pala Desa dan Psranghat Deaa

sebaEaimana dimaksud pada avat (2) ditetapkan
dalain Peraturan Desa dengan luaa masing-
masing b€rdasarkan asal-usul dan adat-
i.stiadat Desa.
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Pasal

(1) Apabila Kepala D;-=a Cir Psrangkat D€sa m€-

ngalami kaeelakaan daiam melrjalankan tugas,
Eehingga berakibat tidak dapat 1agj. marjalan-
lan tuEas dan kewajibannya/ maka kepadanya
c.iberlkan santunan kec€lakaarr sesuai d€ngan
l. ?mampuarl Desa yang dit€tapkan dalan APBDi

B;Ei Nepala De-qa dan Perangkat DEsa yang meII-
derl,ta sakil dan m€njalani rawat i[ap dj-berj--
kan santunan lliaya pengobatan dan rawat inap
sesuai kema&puan Desa yang dil€tapkan dalam
APBD.

Pa6a1

{1) (apala Desa dan Perangkat D€Ea yang nenj-ngrgal
dunia diberikan santunan kenati.ar! sesuai
alengan ketnampuan D6sa yang ditetapkan dalam
APBD ;

(2) santuEan sebagaimaBa dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada abli waris yanE bErhak
s€suai dengan ketentuan Peraturan Parundang-
undangan yang berlaku.

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dib€rhsn-
tikan deaEan ho::Bai diberikan ponghargaan
b€rupa tanah ganjaran sebesar 20 3 (duapuluh
persen) d€ngan jangka waktu paling lama 5

(lima) tahun ;

Ketentuan sebaEailrenF dj"maksud pada ayat (1)
dibebankan pada tanah ganjatan dari pejabat
yang baru dipi-1ii: atau diangkat;

(3) ProEentas€ pehhadian tanah ganjaran sgbagai-
mana dinaksud p3;q ..-:-; (2) berpsdorTrar Paala
ketentuan pasal 2 ayat {3).



Diu[dangkan di fed j.x i
pada tanggal 27 }tei 2000
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B A B III
I(ETENTUAI{ IAIN-LAlN

Pasal 6

(1) fete tuan mengsnai pemberj-an k€sejahtsraan
bagi Kepala Deaa dan Perangkat D6sa yang ada
pada saat ini tetap b€rlaku sanpai dengan
ditetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaL-
sud dalam Peraturan Daerah ini ;

(2) Hal-hal yang belum diatur daLam Peraturan
Da€rah ini, sepanjang mengsnai pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B IV
KETENTUAN PENU?UP

Pasal 7

Peratura! Daarah ini mulai bsrlaku pada

tanggal diundanEkan.
Agar setiap orang dapat m€ng€tahuinya,

memerintahkan pgngundangan Peraturan Daerah inj.
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kadiri
pada tanggal 2? Mei 2000

BUPATI KEDIRI
TTD

H. SUPABYAD], S. ]P, MM,

Dj.Ealln sesuai dengan as l inya
Ya[g Mengambil sa]inan

}4AM SA!{TOSA

Tingkat I
510 05-1 349

LEMBARAT{ DAEBAII KABUPATEN KED] RI

TAHUII 2OOO I{OI"IOR 16lD SEBI D

BUPATI I(EDIRI
AR:S DAERAH

(__

N I P,



PE!IJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN XEDISI
NOMOB 11 IAHUN 2OOO

TEN?ANG
(TDUDU(AN (EUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. Penielasau lB!tr ;

B€rdaEnrkaD k6te11tuan paBal 1L1 Undang_undang
Nonor 22 Tahun 1999 tentang pem€rintahan Daerah dan pasaL
27, 28 (eputusan l,t€nteri Dalam Nggerj. Nomor 64 Tahun 1,999tsntang p6doman Umum psngaturan Menganal DBsa, dipand.angperlu m€ngatur k€tentuan tentang (e,Judukan (€uangarl Kepala
DsEa dan PBrangkat DBsa yang dit€tapkan da]am peraturan
Daerah.

II. P6nielasan pasal demi. pasal :

Pasal 1 sampai dengan 7 ; C\kup jelas


